
Penyidik Ditjen Bea dan

Cukai, menurut Mahfud, telah

memperoleh bukti bahwa ter-

dapat tindak pidana

kepabeanan dalam surat yang

dikirimkan Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) nomor

SR-205/2020 dengan nilai

transaksi mencurigakan sebe-

sar Rp 189 triliun. "Penyidik

Ditjen Bea dan Cukai telah

menerbitkan surat perintah

penyidikan nomor 7 tanggal

19 Oktober 2023 dengan

dugaan pelanggaran UU

Kepabeanan dan UU TPPU,

serta menyampaikan Surat

Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP) kepada

bidang pidana khusus

Kejaksaan Agung," katanya.

Dalam berbisnis, kata

Mahfud, seseorang berinisial

SB tersebut memanfaatkan

para karyawannya untuk me-

lakukan tindak pidana

kepabeanan, perpajakan, dan

tindak pidana pencucian uang

(TPPU). Transaksi mencuri-

gakan impor emas sebesar

Rp 189 triliun ini merupakan

bagian dari temuan transaksi

janggal senilai Rp 349 triliun di

Kementerian Keuangan

dalam laporan PPATK sejak

2009 sampai dengan 2023.

Untuk menindaklanjuti laporan

PPATK itu, Menkopolhukam

Mahfud MD membentuk Sat-

gas TPPU untuk mengusut

transaksi janggal tersebut. 
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Salah satu sektor yang akan dibiayai

menurut PBI tersebut adalah sektor pari-

wisata. Momentum pemulihan pariwisata

perlu terus diperkuat di tengah menge-

mukanya tantangan dari ketidakpastian

global yang meningkat melalui peran

wisatawan nusantara. Dalam jangka pen-

dek, penyelenggaraan meeting, incentive,

convention, dan exhibition (MICE � event)

terus ditingkatkan untuk memperpanjang

masa tinggal dengan pengeluaran wis-

man yang lebih besar. 

Empat kendala utama pertumbuhan

dan daya saing pariwisata Indonesia saat

ini adalah (1) masih buruknya akses, kual-

itas layanan dan infrastruktur bagi masya-

rakat, pengunjung dan pengusaha. (2)

terbatasnya keterampilan tenaga kerja

dan layanan pariwisata dari sektor

swasta. (3) lemahnya dukungan untuk in-

vestasi swasta pada sektor pariwisata.

Dan (4) lemahnya koordinasi antarke-

menterian/lembaga, pusat-daerah, peme-

rintah-swasta dalam pengembangan

pariwisata dan dalam pelestarian

kekayaan alam dan budaya. 

Menurut Harun (2023), konsistensi, ino-

vasi, dan sinergi dilakukan dengan pe-

ningkatan penyaluran kredit ke sektor

pariwisata, seiring tingkat risiko yang se-

makin terjaga. Selama tahun 2019 � Juli

2023, pangsa kredit sektor pariwisata

hanya sebesar 1,85% dengan pertum-

buhan kredit berfluktuasi yang cenderung

turun sejak awal pandemi Covid-19 hing-

ga Maret 2023. Apabila dilihat perwilayah,

pertumbuhan kredit sektor pariwisata

sampai dengan Agustus 2023 di Jawa,

Kalimantan, dan Sumatera sudah me-

ningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dipahami karena fasilitas

pendukung sektor pariwisata terdistribusi

dominan di Jawa, Kalimantan, dan

Sumatera. 

Apabila dilihat persubsektor, subsektor

hotel bintang masih menahan ekspansi

(belanja modal) dan mengelola cash. Hal

ini dapat dipahami mengingat sektor pari-

wisata merupakan salah satu sektor yang

sangat terpukul pada masa pandemi

Covid-19. 

Insentif pembiayaan ke sektor pariwisa-

ta turut mendukung perkembangan MICE

� eventyang a memberikan dorongan ba-

gi kunjungan wisnu dan wisman sehingga

berdampak positif bagi aktivitas pariwisata

dan ekonomi. Menurut Kemenparekraf,

event MotoGP Mandalika 2022

berdampak terhadap ekonomi daerah

sebesar Rp 3,6 triliun dan terjadi per-

putaran uang sebesar Rp 697,9 miliar.

Sedang event World Superbike (WSBK)

Mandalika 2023 berdampak terhadap

ekonomi daerah sebesar Rp 66,8 miliar

dan terjadi perputaran uang sebesar Rp

17,4 miliar.

Optimalisasi MICE � event Indonesia da-

pat ditingkatkan sejalan dengan besarnya

partisipasi K/L Indonesia dalam asosiasi di

organisasi/asosiasi internasional. Selama

2002-2021, jumlah pertemuan internasion-

al sebanyak 1.536, kalah dengan

Singapura (11.246), Thailand (3.409), dan

Malaysia (2.271). Partisipasi K/L Indonesia

dalam organisasi internasional sebanyak

67 (terbanyak di ASEAN).

Rendahnya jumlah pertemuan interna-

sional di Indonesia disebabkan salah sa-

tunya oleh proses perizinan yang belum

efisien. Karenanya, rencana pengem-

bangan sistem perizinan diarahkan men-

dorong MICE � event lebih lanjut. Yaitu

dengan pengembangan media perizinan

dari tatap muka (luring) dengan lebih ku-

rang melalui 16 pintu perizinan menjadi

aplikasi secara daring terintegrasi dengan

Online Single Submission (OSS). Dari

waktu penerbitan izin yang tidak pasti

menjadi pasti, dan dari tidak ada standar

biaya menjadi berstandar biaya perizinan

dan keamanan. Semoga KLM sektor

pariwisata membawa pariwisata nasional

pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dan

semakin mampu dalam mewujudkan

pembangunan Indonesia yang inklusif.

(Penulis adalah Dosen Tetap STIE

YKPN Yogyakarta, Pengurus ISEI

Yogyakarta, dan peneliti senior PT Sinergi

Visi Utama)-d
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DPR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Sambungan hal 1

Satgas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

KLM   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Kelelahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Johnny   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Dua    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

MKMK    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

memetakan dan mengidentifikasi berda-

sarkan data yang ada ditambahkan de-

ngan data terbaru," ujarnya.

Kapolri juga menambahkan, bagi wilayah

yang dikategorikan rawan, pihaknya me-

minta bantuan TNI untuk turut mengawal

jalannya pemilu, termasuk untuk di wilayah

Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Pada bagian lain, Mendagri Muhammad

Tito Karnavian meminta aparat Polri aktif

mengawasi kampanye hitam menjelang

Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Termasuk yang tidak boleh terjadi adalah

kampanye hitam, kampanye yang tidak be-

nar, tidak sesuai fakta," kata Tito, kemarin.

Menurutnya, Polri juga perlu tegas me-

nangani berbagai kampanye yang bisa

memprovokasi dan memecah belah ma-

syarakat. Ia menuturkan, kampanye diper-

bolehkan sepanjang pesan yang dimuat

berdasarkan fakta. Hal ini dapat membantu

masyarakat untuk memahami peserta

pemilu sebelum menentukan pilihannya.

Tito berharap, parpol atau peserta

pemilu dapat menggunakan cara-cara

yang sesuai aturan dan siap menerima ke-

menangan maupun kekalahan. Di lain sisi,

Mendagri mendorong Polri agar mampu

membaca atau memetakan kerawanan

konflik pada Pemilu dan Pilkada 2024.

Polri, lanjutnya, perlu melakukan lang-

kah-langkah yang tidak hanya bersifat re-

sponsif, tapi juga proaktif termasuk dalam

menangani kerawanan konflik. Langkah

proaktif ini menjadi kunci, termasuk mela-

kukan patroli di dunia maya.      (Ant/Obi)-d

No 90/PUU- XXV/2023 dan Konsultasi

Rancangan Peraturan Bawaslu.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan

Peraturan KPU (PKPU) No 19 Tahun 2023 ten-

tang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden. KPU juga mengatur persyaratan

bakal calon presiden dan wakil presiden. Pasal

13 Ayat 3 tentang persyaratan calon di mana

calon presiden dan wapres berusia paling ren-

dah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana di-

maksud pada ayat (1) huruf q, terhitung sejak pe-

netapan pasangan calon oleh KPU.

Namun, pada 16 Oktober 2023, MK menge-

luarkan Putusan No 90/PUU- XXV/2023, di

mana batas usia minimal capres-cawapres 40

tahun yang ditambah klausa pernah menjabat

kepala daerah. 

Pada RDP tersebut KPU sempat dihujani kri-

tikan keras dari sejumlah anggota Fraksi PDIP

DPR. Beberapa anggota Komisi II DPR dari

Fraksi PDIP mempertanyakan keabsahan

pendaftaran pasangan capres-cawapres

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

pada 25 Oktober. Sebab, saat itu pasal batas

usia belum direvisi. Adapun Gibran ketika itu

masih berusia 36 tahun.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjawab se-

mua kritikan tersebut. Khusus soal pendaftaran

Gibran sebagai cawapres, Hasyim menyatakan,

pihaknya baru menerima berkas pendaftaran.

Adapun proses verifikasi dokumen kini masih

berlangsung hingga penetapan pasangan

capres-cawapres pada 13 November 2023.

Anggota Fraksi PDIP DPR tidak menyata-

kan penolakan ketika Ketua Komisi II DPR

Ahmad Doli Kurnia meminta persetujuan pe-

serta rapat atas usulan revisi. Pada akhirnya

hanya terdengar kata 'setuju', Doli pun

mengetuk palu tanda disetujuinya usulan re-

visi yang diajukan KPU RI.

Hasyim mengatakan, perubahan PKPU me-

mang harus berkonsultasi kepada DPR dan pe-

merintah. "Kesimpulan dari rapat konsultasi itu

menyetujui perubahan PKPU Nomor 19/2023

yang substansinya penyesuaian terhadap nor-

ma dalam putusan MK Nomor 90," katanya.

Hasyim mengatakan, perubahan PKPU ini se-

lanjutnya akan memasuki tahap harmonisasi

dan pengundangan di Kemenkumham. Hasyim

yakin, PKPU yang baru telah diundangkan se-

belum pasangan capres-cawapres ditetapkan,

13 November 2023.                               (Ant/Obi)-d

FASILITAS PARIWISATARAMAH LINGKUNGAN

Bank BPD DIYDukung Pembangunan ITIC
KULONPROGO (KR) - Dirut

Bank BPD DIY Santoso

Rohmad bangga bisa terlibat

dalam pembangunan gedung

Inclusive Tourism Information

Center (ITIC) Kulonprogo.

Apalagi fasilitas tersebut meru-

pakan pertama di Indonesia

dan menjadi produk inovasi

yang sangat bagus untuk men-

dukung perkembangan pari-

wisata di Kulonprogo khusus-

nya dan DIY umumnya yang

ramah kaum disabilitas.

Bank BPD DIY tetap konsis-

ten mendampingi Usaha Mikro

Kecil dan Menenga (UMKM)

agar terus berkembang  dan

perkembangannya berbanding

lurus dengan pergerakan ma-

nusia, dalam hal ini termasuk

pariwisata. "Ini sebuah terobo-

san sangat luar biasa, Program

Layanan Kulonprogo Wisata

Ramah Disabilitas (Laku Wira-

sa) yang dilengkapi Gedung

ITIC sangat menyentuh layan-

an wisata ramah disabilitas.

Program ini satu-satunya di

Indonesia, kami bangga mem-

berikan Corporate Social Res-

ponsibility dan waktu penger-

jaan Gedung ITIC juga sangat

cepat," kata Santoso Rohmad

saat peresmian Gedung ITIC

fasilitas pelengkap Program

Laku Wirasa di Kompleks Kan-

tor Dinas Pariwisata (Dispar)

Kulonprogo, Rabu (1/11).

Program Laku Wirasa bisa

terwujud karena respek semua

pihak, khususnya Pemkab Ku-

lonprogo yang bertekad mem-

berikan pelayanan bagi kaum

difabel untuk bisa menikmati

pariwisata unggulan di Kulon-

progo. Di antaranya Goa Kis-

kendo di Kapanewon Girimulyo

dan Puncak Suroloyo Samiga-

luh yang saat ini sudah bisa

dinikmati dengan fasilitas ITIC.

"Karya inovatif ini harus terus

dikampanyekan. Ini terobosan

yang luar biasa dari Kulonprogo

untuk dunia pariwisata Indo-

nesia," jelasnya.

Diungkapkan Santoso, hing-

ga saat ini Bank BPD DIY terus

berkembang dengan tingkat

kesehatan prima. "Aset kami

menuju Rp 20 triliun, kredit yang

dibuka sudah hampir Rp 10 trili-

un. Fokus utama kami tetap

mengembangkan UMKM dan

ekonomi akan baik ketika

didukung pariwisata. Ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat

DIY berkembang bersama

Bank BPD DIY," ujarnya didam-

pingi Pinca Bank BPD DIY

Wates, Nur Afan Dwi Saputro. 
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oleh Bapak Presiden, Menteri Kominfo Ad

Interim Prof. Mahfud MD dan Menteri

Kominfo saat ini Bapak Budi Arie Setiadi,"

ujarnya.

Mantan Menkominfo itu mengatakan

dirinya merasa bagai dijadikan keranjang

sampah oleh para saksi yang memberi

keterangan dalam pengusutan perkara

dugaan korupsi BTS 4G. Para saksi

tersebut sedang mencari jalan selamat

agar tidak dijadikan sebagai tersangka,

karena saksi-saksi tersebut tidak segan

memberikan keterangan yang dinilainya

sebagai fitnah.

"Agar mereka sendiri tidak dijadikan

tersangka, maka tidak segan-segan

dalam persidangan memberikan kete-

rangan atau lebih tepatnya fitnah kepa-

da saya, dengan melemparkan semua

kesalahan kepada saya dan menjadi-

kan saya keranjang sampah kesalah-

an," ucap Johnny.

Namun demikian, mantan Direktur

Utama Badan Aksesibilitas Telekomu-

nikasi dan Informasi (BAKTI) Kemen-

terian Komunikasi dan Informatika

(Kemenkominfo) Anang Achmad Latif

menyebut Johnny G Plate adalah se-

orang pengecut. Anang mengaku salah

menilai Johnny selama bekerja di ke-

menterian tersebut.

Menurut Anang, Johnny tidak sesuai

dengan harapannya bahwa seorang

pemimpin harus mengayomi dan

bertanggung jawab kepada anak buah-

nya.    (Ant/Has)-f

KR-Asrul Sani

Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad (ketiga kiri) menyerah-

kan CSR Pembangunan Gedung ITIC Dispar Kulonprogo dite-

rima Pj Bupati Ni Made Dwipanti Indrayanti.

Luar Negeri RI, Arief Hidayat mengatakan,

geopark menjadi kawasan yang menginte-

grasikan tiga macam keragaman, yakni ker-

agaman geologi, keragaman hayati maupun

keragaman budaya. Gunung Sewu menjadi

salah satu dari 10 geopark di Indonesia yang

diakui UNESCO. Gunung Sewu terletak di

tiga kabupaten, yakni Wonogiri, Gunungkidul

dan Pacitan serta tiga provinsi yakni Jateng,

Jatim dan DIY.

"Geologi, hayati dan budaya yang ada di

Gunung Sewu sangat luar biasa dan jarang

ditemukan di dunia. Geopark Gunung Sewu

memiliki 116 goa yang memiliki stalaktit dan

stalakmit, serta arus sungai bawah tanah.

Dalam goa di area ini juga pernah ditemukan

fosil peninggalan manusia purba yang diperki-

rakan hidup pada sekitar 1,8 juta tahun yang

lalu. Karenanya, geopark ini memiliki potensi

pengembangan wisata yang luar biasa," pa-

parnya.

Sementara itu, Nordiana Nordin Timbalan

Pengurus Sekyen Geopark dan Kelestarian,

Bahagian Pelancongan, dari Langkawi

Development Authority, menyatakan,

penandatanganan MoU dimaksudkan un-

tuk menetapkan dasar bagi kerja sama an-

tara Langkawi UNESCO Global Geopark

dan Gunung Sewu UNESCO Global

Geopark. Terutama dalam meningkatkan

pengelolaan geopark melalui pertukaran  ide

dan praktik terbaik dari kedua geopark di

berbagai bidang. Seperti pariwisata berke-

lanjutan, keragaman budaya, pendidikan

bagi masyarakat dan penelitian tentang upa-

ya konservasi. (Ria)-d

juga dilaporkan karena terdapat permasa-

lahan internal yang diketahui oleh pihak luar.

"Kan nggak boleh yang rahasia kok ke-

tahuan kayak CCTV," kata Jimly.

Terakhir, hakim konstitusi diduga melaku-

kan kebohongan terkait ketidakhadirannya

dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

(RPH) Perkara Nomor 29-51-55.

"Pemeriksaan terhadap Hakim MK bertu-

juan untuk memulihkan kepercayaan publik

pada MK. Karena itu, apabila salah satu

hakim MK terbukti melanggar kode etik, hu-

kuman yang akan diberikan berupa hukum-

an etik, yang bertujuan mendidik dan mem-

buat jera hakim tersebut," ujarnya.

Jimly mengatakan MKMK akan memper-

cepat keputusan pada Selasa (7/11) men-

datang, sebagaimana permintaan pelapor

pertama, untuk menyesuaikan dengan jad-

wal penetapan capres dan cawapres KPU.

Apabila hakim MK terbukti melanggar kode

etik, putusan hakim MK tersebut bisa batal,

begitupula pendaftaran capres dan

cawapres yang didasarkan pada putusan

itu. "Kalau kita tolak (usulan percepatan ke-

putusan), timbul kecurigaan juga kalau kita

sengaja berlindung di balik prosedur jadwal

(untuk tidak membatalkan putusan MK),"

katanya.

Terkait itu, Jimly menyebut tiga opsi sanksi

terkait dugaan pelanggaran kode etik dan

perilaku hakim konstitusi dalam memeriksa

dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-

XXI/2023. Tiga opsi tersebut adalah sanksi

berbentuk teguran, peringatan, dan pember-

hentian. Ketiganya, telah diatur dalam

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)

Nomor 1 Tahun 2023. "Kalau di PMK itu kan

jelas, sanksi itu tiga macam. teguran,

peringatan, dan pemberhentian," katanya.

Sementara itu, MKMK dalam sidang pela-

poran dugaan pelanggaran kode etik dan

pedoman perilaku hakim memberikan ke-

sempatan kepada tim pengadu. Petrus

Selestinus, perwakilan dari Perekat

Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi

Indonesia (TPDI) meminta MKMK untuk

memberikan sanksi berat kepada Ketua MK

Anwar Usman. 

Sanksi berat, menurutnya, sangat perlu

diberikan karena Anwar Usman dianggap

telah melanggar prinsip independen dan in-

tegritas dalam memutus perkara Nomor

90/PUU-XXI/2023 terkait syarat batas usia

capres-cawapres. "Karena itu meminta

kepada MKMK agar dalam persidangannya

memutuskan dengan memberikan sanksi

berat berupa pemberhentian dengan tidak

hormat," kata Petrus dalam sidang di

Jakarta, Rabu (1/11/2023).             (Ant/Ful)-f


